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1.Latar Belakang  Mata Kuliah Kebijakan Sosial
Dalam pembangunan sosial , tidak akan terlepas dari individu yang menjadi sasaran, garapan pembangunan sosial dengan segala kebutuhan-kebutuhannya yang unik dan segala permasalahan-permasalahannya. Permasalahan tersebut akan memerlukan intervensi dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat yang biasanya berupa pelayanan sosial., dan pelayanan sosial tersebut merupakan salah satu instrumen dari kebijakan sosial. Oleh karena itu kebijakan sosial menjadi sangat penting karena untuk mencapai tujuan pembangunan sosial yaitu memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan sosial diperlukan suatu perangkat ,mekanisme dan sistem yang mengarahkan dan menterjemahkan tujuan –tujuan pembangunan sosial hal ini berkaitan dengan pembangunan selalu mengakibatkan  pembangunan sosial itu sendiri. Perubahan – perubahan yang diakibatkan oleh pembangunan tidak saja dapat bersifat positif ,melainkan dapat pula bersifat negatif. Dampak positif maupun negatif pembangunan  , baik secara alternatif maupun komulatif mendorong munculnya perhatian terhadp pentingnya kebijakan sosial dalam menandu kegiatatan –kegiatan pembngunan.
 Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan sosial sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan sosial. Untuk mencapai tujuan  pembangunan sosial, dalam pelaksanaanny dibutuhkan seseorang yang mempunyai kompetensi tentang pembangunan sosial,. Dengan demikian  untuk memnunjang tercapainya tujuan dari pelaksanaan pembangunan sosial, kebijakan sosial sangat perlu dipelajari.

 
2. Kompetensi Yang Diharapkan 
· Mampu memahami dan menguasi konsep kebijakan sosial
· Mmpu menganalisis dn merumuskan kebijakan sosial berlandaskan etika sosial dn prinsip –prinsip kebijakan sosial
3. Materi Perkuliahan
· Konsep Dasar Kebijakan Sosial
· Kebijakan Sosial dan Kebijakan Publik
· Sejarah Munculnya Kebijakan Sosial
· Kebijakan Sosial dan Negara Kesejahteraan
· Dimensi Tujuan Sosial
· Tujuan Kebijakan Sosial
· Nilai Kebijakan Sosial
· Implementasi Kebijakan sosial
· Tata Kelola Kebijakan Sosial








MATERI 1
KONSEP DASAR KEBIJAKAN SOSIAL
A.PENGERTIAN KEBIJAKAN SOSIAL
Kebijakan sosial terdiri dari 2 kata yang memiliki banyak makna yaitu kata kebijakan dan kata sosial. Kata  ‘kebijakan’ yang dimaksud dalam materi ini disepadankan dengan kata bahasa Inggris ‘policy’ yang dibedakan dari kata ‘wisdom’ yang berarti ‘kebijaksanaan’ atau ‘kearifan’.  Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Ada beberapa pendapat tentang mkna kebijakan
1. Menurut Ealau dan Prewitt (1973), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). 
2. Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan tertentu, karena itu kebijakan, senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan berorientasi kepada tindakan (action-oriented).
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. 
Seperti halnya kata ‘kebijakan’, kata ‘sosial’ pun memiliki beragam pengertian. Conyers  mengelompokkan kata sosial ke dalam 5 pengertian: 
1. Kata sosial mengandung pengertian umum dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat hiburan atau sesuatu yang menyenangkan. Misalnya, kegiatan olah raga, rekreasi, arisan sering disebut sebagai kegiatan sosial. 



2. Kata sosial diartikan sebagai lawan kata individual. Dalam hal ini kata sosial memiliki pengertian sebagai sekelompok orang (group), atau suatu kolektifitas, seperti masyarakat (society) warga atau komunitas (community). 
3. Kata sosial sebagai istilah yang melibatkan manusia sebagai lawan dari pengertian benda atau binatang. Misal Pembangunan sosial berkaitan dengan pembangunan kualitas manusia yang berbeda dengan pembangunan fisik atau infrastruktur, seperti pembangunan jembatan,pemangunan jalan raya. 
4. Kata sosial sebagai lawan kata ekonomi. Dalam pengertian ini kata sosial berkonotasi dengan aktifitas-aktivitas masyarakat atau organisasi yang bersifat volunter, swakarsa, swadaya, yang tidak berorientasi mencari keuntungan finansial. Organisasi sosial, seperti Karang Taruna, PKK .
5. Kata sosial berkaitan dengan hak azasi manusia baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Misalnya, setiap orang memiliki hak azasi (human right) dan hak sosial (social right), seperti kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, perumahan, kebebasan dalam menyatakan pendapat, atau berpartisipasi dalam pembangunan. 
Dikatakan Kartasasmita dalam kaitannya dengan kebijakan sosial, maka kata sosial dapat diartikan baik secara luas maupun sempit . 
1. Arti luas kata sosial menunjuk pada pengertian umum mengenai bidang-bidang atau sektor-sektor pembangunan yang menyangkut aspek manusia dalam konteks masyarakat atau kolektifitas. Istilah sosial dalam pengertian ini mencakup antara lain bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, hukum, budaya, atau pertanian. 
2.  Dalam arti sempit, kata sosial menyangkut sektor kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang atau bagian dari pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama  mereka yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung (disadvantaged group) dan kelompok rentan (vulnerable group). Kata sosial di sini menyangkut program-program dan atau pelayanan-pelayanan sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, ketidakberfungsian fisik dan psikis, tuna sosial dan tuna susila, kenakalan remaja, anak dan jompo terlantar. 
Dengan demikian, kebijakan sosial dapat diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut aspek sosial dalam pengertian sempit, yakni yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial itu merupakan kondisi (state of well being), untuk mencapai kesejahteraan manusia harus memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat material maupun non-material. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak akan dapat begitu saja tetapi secara formal atau legal harus melalui kebijakan sosial yang berlaku.  
Beberapa ahli  mengartikan kebijakan sosial dalam kaitannya dengan kebijakan kesejahteraan sosial yaitu :
a. Kebijakan sosial adalah strategi-strategi, tindakan-tindakan, atau rencana-rencana  untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial (Huttman, ).  
b. Kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan (Marshall).  
c. Kebijakan sosial adalah  perencanaan untuk    mengatasi biaya-biaya  sosial, peningkatan pemerataan, dan pendistribusian  pelayanan dan   bantuan sosial ( Rein)
d. Kebijakan sosial adalah kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan baik secara luas menyangkut kualitas hidup manusis,maupun secara sempit yang menunjuk pada beberapa jenis pelayanan koleksi tertentu kaitannya dengan koleksi tertentu  guna melindungi kesjahteraan rakyat ( Spicker)
e. Kebijakan sosial adalah studi mengenai peran negara dalam kaitannya dengan kesejahteraan rakyat ( Hill)
Dalam konteks pembangunan sosial, kebijakan sosial adalah seperangkat tindakan (course of action), kerangka kerja (framework), petunjuk (guideline), rencana (plan), peta (map), atau strategi, yang dirancang untuk menerjemahkan visi politis pemerintah atau lembaga pemerintah kedalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu (tujuan-tujuan pembangunan) di bidang kesejahteraan sosial (social welfare). 


Kebijakan sosial seringkali menyentuh, berkaitan atau bahkan selintas, bertumpang tindih (overlaping) dengan bidang lain yang umumnya dikategorikan sebagai bidang sosial, semisal kesehatan, pendidikan, perumahan, atau makanan. Lebih dari itu ‘sosial’ tidak jarang diartikan secara luas sebagai, kegiatan kesukarelawan, hiburan, rekreasi, sesuatu yang bersifat non-fisik atau non-ekonomi. Spicker  membantu mempertegas substansi kebijakan sosial dengan menyajikan tiga karakteristik atau aras pendefinisi kebijakan sosial.
1. Social Policy is about policy. Kebijakan sosial adalah tentang ‘kebijakan’. Artinya, meskipun kebijakan sosial bersentuhan dengan bidang makanan, pendidikan, dan kesehatan, ia memilki fokus dan urusannya sendiri, yakni menyangkut urusan ‘kebijakan’. Elemen utama ‘kebijakan adalah tujuan proses implementasi dan pencapaian hasil suatu inisiatif atau keputusan kolektif yang dibuat oleh, misalnya, departemen-departemen pemerintah (pada tingkat makro) atau lembaga-lembaga pelayanan sosial (pada skala mikro). Karenanya meskipun kebijakan sosial tidak jarang berhubungan dengan ‘makanan’, ia tidak mempelajari atau mengurusi soal makanan itu sendiri; melainkan dengan regulasi dan distribusi makanan tersebut. Kebijakan sosial tidak secara langsung berhubungan dengan perkembangan anak (child development), tetapi dengan pendidikan dan pelayanan sosial untuk membantu dan mengatasi kesulitan anak-anak tumbuh dan berkembang. Kebijakan sosial juga tidak mengurusi persoalan kesehatan fisik – karena merupakan domain kedokteran, tetapi ida sangat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan untuk mempromosikann kesehatan dan pemberian perawatan kesehatan, khususnya yang menyangkut jaminan sosial kesehatan (di AS disebut Medicare dan Medicaid).
2.    Social policy ic concerned with issues that are social. Kebijakan sosial berurusan dengan isu-isu yang bersifat sosial. Namun, arti sosial disini tidak bersifat luas. Melainkan merujuk pada beragam respon kolektif yang dibuat guna mengatasi masalah sosial yang dirasakan oleh publik. Istilah sosial menunjuk pada “....somekind of collective social respone made to perceived problem.” 






3.    Social policy is about welfare. Secara luas, welfare dapat diartikan sebagai ‘well-being’ atau ‘kondisi sejahtera’. Namun, welfare juga berarti “The provision of social services provided by the state” dan sebagai “Certain types of benefit, especially means-tested social security, aimed at poor people.”

B. KEBIJAKAN SOSIAL DAN KEBIJAKAN PUBLIK
 Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka kebijakan sosial merupakan  salah satu bentuk dari kebijakan publik (public policy ) yang mengatur urusan kesejahteraan. Sebagaimana dikatakan makna arti kata “ kebjakan “ dalam kebijakan sosial adalah ‘ kebijakan publik”,sedangkan makna kata “ sosial “ menunjukkan pada bidan atau sektor yang menjadi bidang garapannya yakni bidang kesejahteraan sosial.

 Kebijakan ( policy ) publik adalah sebuah instrumen pemerintahan bukan saja dalam arti goverment yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan juga governance yang mnyentuh pengelolaan sumber daya publik publik meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan keamanan (militer), serta fasilitas-fasilitas umum lainnya (air bersih, listrik). Kebijakan publik pada intinya  merupakan keputusan –keputusan  atau pilihan tindakan yang scara langsung mengatur pengelolaan atau pendistribusian sumber daya alam , finansial dan manusia demi kepentingan publik yang rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya. Hal ini seperti dikatakan oleh Bridgman dan Davis kebijakan publik artinya adalah apa saja yang dipilih oleh pmerntah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.   Dari hal itu  dapat dikatakan bahwa kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu –isu yang bersifat publik yakni mengatasi asalah sosialatau memnuhi kebutuhan masyarakat banyak. Artinya kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. 



Sebagai sebuah kebijakan publik,kebijakan sosial  adalah kebijakan yang disusun secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial ( fungsi preventif ), mengatasi masalah sosial ( fungsi kuratif ) dan mempromosikan kesejahteraan ( pengembangan sebagai wujud kewajiban negara dalam memenuhi hak –hak sosial warganya.  
C. Kebijakan Sosial dan Pembangunan Sosial
	Membahas tentang kebijakan sosial tidak bisa dilepaskan dalam pebangunan sosial saat ini. Kebijakan sosial merupakan instrumen dari peningkatan kualitas traf kehidupan mayaarakat memlaui mekanisme yang terarh dn terpadu. Mekanisme yang dibuat dalam kebijkn sosial bertujuan untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah =masalh sosial dan menunjng taraf peningkatan hidup, menamin  keadilan sosialmemperluas kesempatan bagi setiap orang untuk mengembangkan secara maksimal sebagai warg negara yang sehat,terdidik dan mampu menjalankan peranan  - peranan sosialnya di masyarakat..
	Dalam kaitannya ,tidak dapat diragukan lagi bahwa bahwa berbagai cara untuk memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial ,pemerataan antar golongan, pengintegrasian masyarakat, peningkatan keadilnan bagi semua golongan masyarakat harus diantisipasi melalui pelayanan sosial  Dengan demikian kebijakan  sosial hadir sebagi cara untuk memecahhkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosialy ang mempermudah dan meningkatkan masyarakat dalam menanggapi  perubahan sosial. Dikatakan oleh Edi Suharto bahwa kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme  dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan -tujuan pembangunan. Dalam hal ini kebijakan sosial merupakan alat yang dapat memberikan kontribusi dalam menangani berbagai mermasalhan sosial dengan terarq h melalui peraturan –peraturan yang dibuat oleh yang berwenang sehingga tujuan dapat terwujud sesuai dengan saran yang dituju



MATERI 2
SEJARAH MUNCULNYA KEBIJAKAN SOSIAL
	Munculnya kebijakan sosial diawali dengan konsep negara kesejahteraan yang tidak hanya mencakup sebuah cara kesejahteraan atau pelayanan sosial tetapi sebuah pendekatan ideal yang menekankn bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan  sosial sebagai haknya. Ide dasar. negara kesejhteraan pada abad 18 muncul saat Jeremy Berham memberikan gagasn bahwa pemerintah mempunyai peran dan tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan bagi warganya melalui pelayanan sosial. Meskipun menekankan pentingnya peranan negara dalam pelayanan sosial ,pada hakekatnya negara kesejahteraan bukan merupakn bentuk dominasi suatu negara, melainkan wujud dari adanya kesadaran warga negara atas hak – hak yang dimilikinya sesuai dengan prinsip –prinsipdemokrasi. Negara diberi mandat untuk melaksnkn kewjibannya dalm memenuhi hak- hk warga negara.
	Berham menggunakn istilah utility ( kegunaan ) untuk menggambarkan kesejahteraan atau kebahagiaan . Berdasarkan prinsip utilitiariseme yang dikembangkan bahwa sesuatu yang menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah baik dan yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya  aksi – aksi yang dilakukan pemerintah harus selalu diarahkan untuk kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Berham menenai reformasi hukum ,peranan konstitusi dan  penelitian tentang kebijakan sosial membuat ia disebut sebagai bapk negara kesejahteraan .
Gagasan ini turut dipopulerkan oleh Sir Willian Beveridge dengan mengusulkan sebuah sitem asuransi sosial komprehensif  yang dipandang mmpu memberikan perlindungan sosial seseorang dari buaian hingga liang lahat. Gagasan ini tidak hanya  menebar di  Inggris melainkan negara lain di Eropa bahkan hingga Amerika Serikat yang kemudian menjadi dasar bagi skema pengembangan jaminan sosial di negara tersebut. 

Dalam perkembangannya,  sayangnya asuransi memiliki banyak kekurangan karena asuransi sosial berpijak pada prinsip dan skema asuransi yang tidak dapat mencakup resiko –resiko yang dihadapi manusia terutama saat manusia tidak mampu  membayar kontribus  ( premi ). Asuransi  sosial gagal merespon kebutuhan –kebutuhan kelompok –kelompok khusus seperti orang cacat, serta merekayang tidak bekerja dan memperoleh pendapatan yang cukup lama. Manfaat dn pertanggungjawaban asuransi seringkali tidak adekuat karena jumlahnya kecil dan hanya mencakup kebutuhan dasr secara minimal
	Dari kondisi tersebut Marshal berargumen dalam konteks kapitalisme bahwa warga negara memiliki kewajiban kolektif untuk memperuangkan kesejahteraan orang lain memlalui lembaga yang disebut negara. Ia melihat bahwa sistem negara kesejahteraan sebagai kompensasi yang harus dibayar oleh kelas penguasa dan pekerja untuk menciptakn stabilitas dan memelihara kapitalis. Untuk mencapai hal tersebut diberikan pelayanan sosial bagi setiap warga negara shingga mampu mengatasi permasalahan sosial yang dihadpapi. Pelayanan sosial yang diberikan pada dasarnya merupakan ekspresi material dari hak warga negaradalam merespon warga negara dalam mencapai konsekuensi –konsekuesi  kapitalisme, 
Untuk menentukan hal tersebut diperlukan mekanisme ,strategi yang terarah dan terpadu untuk memenuhi kewajiban negara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kebijakan sosial 
KEBIJAKAN SOSIAL DAN NEGARA KESEJAHTERAAN
Kebijakan sosial sangat erat kaitannya dengan konsep negara kesejahteraan ( welfare state). Negara kesejahteraan bisa diartikan sebagai sebuah teori atau pendekatan maupun sebagai sebuah sistem bagaimana kebijakan sosial itu diaplikasikan. Para ahli seringkali menyebutkan bahwa kebijakan sosial pada dasarnya meupakan studi negara kesejahteraan dan sistem pelayanan sosial. Di banyak negara yang menganut sistem negara kesejahteraan  kebijakan sosial diwujudkan kedalam berbagai program pemerintah  melalui skema-skemaperlindungan sosial,  yang mencakup jaminan sosial baik berbentuk bantuan sosial,asuransi sosial maupun jaring pengaman sosial.
Negara kesejahteraan
Negara kesejahteraan adalah sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal kepada warganya. Negara kesejahteraan  mengacu pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tnggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat teretentu bagi warganya. Konsep ini dipandang sebagai bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat dan negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai pengaugerahan hak – hak sosial kepada warganya
Dari konsep ini negara kesejahteraan adalah fondasi utama kebijakan soSial, namun demikian negara kesejahteraan bukanlah sekedar kumpulan kebijakan sosial. Artinya meskipun negara kesejahteraan selalu membutuhkan kebijakan sosial untuk mewujudkannya,,suatu negara dapat menerapkan beberapa kebijakan sosial tanpa menganut negAra kesejahteraan secara utuh.
Model Negara kesejahteraan
	Seperti halnya pendekatan pembangunan ,sistem negara kesejahteraan tidaklah homogen atau statis ,tetapi beragam  dan dinamis mengikuti perkembangan dan peradaban.  Ada 4 model negara kesejahteraan yaitu :
1. Model Universal
Pelayanan sosial diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh penduduknya baik kaya maupun miskin. Model ini disebut juga Skandinavian Welfare Sate yang diwakili Swedia, Norwegia Denmak ,Swedia dan finlandia. Model ini dijadikanrujukansebagai model ideal yang memberikan pelayanan sosial komprehensif kepada seluruh penduduknya.
2. Model  Korporasi
Seperti halnya model pertama , jaminan sosial juga dilaksanakkan secara melembaga dan luas,namun  kontribusi terhadap berbagai skema jaminan sosial berasal dari 3 pihak yaitu pemerintah,dunia usaha dan pekerja. Pelayanan sosial yang diselenggarakan negara terutama diberikan kepada mereka yang bekerja atau mampumeberikan kontribusi melalui skema asuransi ssial. Model ini sering disebut model Bismarck karena pertama kali dikembangkan oleh OttoBismarck ari Jerman dan dianut oleh Jerman dan Austria
3. Model Residual
Pelayanan sosial khususnya kebutuhan dasar diberikan terutama kepada kelompok – kelompok yang kurang beruntung seperti penganggur, orang cacat, miskin, penanggur. Ada 3 elemen yang menandai model ini  seperti (1) jaminan standar minimum , termasuk pendapatan minimum, (2) perlindungan sosial pada saat munculnya resiko sosial  dan (3) pemberian pelayanan sebaik mungkin. Model ini dipraktekkan degan jumlah tangungan dan pelayanan relatif lebih keci dan berjangka pendek daripada model universal, perlindungan sosial diberikan secara ketat, kotemporer dan efisien. Model ini dianut negara Anglo Saxo meliputi Inggris, Austria dan Selandia Baru
4. Model Minimal
Model ini ditandai  oleh pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil dan jaminan sosial diberikan secara sporadis, parsial, minimal. Moel ini umumnya diterapkan  di negara –negara latin seperti  Spanyol, Italia, Brazil, Chile dan  Asia  seperti  Filiphina. Korea, Indonesia , Srilangka


MATERI 3
DIMENSI  , TUJUAN DAN NILAI KEBIJAKAN SOSIAL
A. Dimensi Kebijakan Sosial
Gilbert dan Specht (1986,  melihat kebijakan sosial dari tiga aspek, yakni kebijakan sosial sebagai proses (process),  sebagai produk, dan sebagai kinerja atau capaian (performance). 
1. Sebagai suatu proses, kebijakan sosial menunjuk pada tahapan perumusan kebijakan dalam kaitannya dengan variabel-variabel sosio-politik dan metodologik. Kebijakan sosial merupakan tahapan untuk membuat sebuah rencana tindakan (plan of action) yang dimulai dari pengidentifikasian kebutuhan (assessing need), penetapan alternatif-alternatif tindakan, penyeleksian strategi-strategi kebijakan, sampai pada evaluasi terhadap pengimplementasian kebijakan. 
2. Sebagai suatu produk, kebijakan sosial adalah hasil dari proses perumusan kebijakan atau perencanaan sosial. Dalam pengertian ini kebijakan sosial mencakup segala bentuk peraturan, perundang-undangan atau proposal program yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai kegiatan atau proyek.
 . 
3.  Sebagai suatu kinerja (performance), kebijakan sosial merupakan deskripsi atau evaluasi terhadap hasil-hasil pengimplementasian produk kebijakan sosial atau pencapaian tujuan suatu rencana pembangunan. Kebijakan sosial dalam pengertian ini menyangkut kegiatan analisis untuk melihat dampak atau pengaruh yang terjadi pada masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif, sebagai akibat dari diterapkannya suatu peraturan, perundang-undangan atau suatu program. 





b. TUJUAN KEBIJAKAN SOSIAL
Kebijakan sosial setidaknya  mempunyai 2 orientasi yaitu :
1. suatu tindakan untuk mengadakan perubahan (action oriented ) dan kebijakan  timbul karena ada masalah/ dan
2.  kebijakan sosial selalu berorientasi dalam pencapaian tujuan ( problrm oriented)
Tujuan kebijaka sosial mengandung dua pengertian yang saling berkaitan yaitu 
1. Memecahkan masalah sosial 
Tujuan pemecahan masalah  adalah mengusahakan atau mengadakan perbaikan karena ada keadaan yang yang tidak diharapkan misal kemiskinan atau kejadian yang bersifat destruktif atau pathologia yang mengganggu tatanan kehidupan masyarakat (kenakalan remaja,narkoba). 
2. Memenuhi kebutuhan sosial di masyarakat. 
Tujuan pemenuhan kebutuhan mengandung arti menyediakan pelayanan –pelayanan sosial yang diperlukan baik dikarenakan adanya masalah maupun tidak ada masalah , dalam arti merupakan pencegahan agar permasalahannya tidak terulang maupun meluas. Selain itu kebijakan sosial berfungsi mpencegahan ( preventif ), penyembuhan ( kuratif) dan pengembangan ( developmental )

Secara lebih  rinci, tujuan-tujuan kebijakan sosial adalah:
1. Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif.
3. Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural.
4.      Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial-ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat, dan martabat kemanusiaan.



5. Menggali ,mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapaiya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial

Menurut David Gill (1973), demi mencapai tujuan-tujuan kebijakan sosial, terdapat perangkat dan mekanisme kemasyarakatan yang perlu diubah, yaitu yang menyangkut:
1.      Pengembangan sumber-sumber.
Pengembangan sumber-sumber meliputi pembuatan keputusan-keputusan masyarakat dan penentuan pilihan-pilihan tindakan berkenaan dengan jenis, kualitas, dan kuantitas semua barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang ada dalam masyarakat. 
2.      Pengalokasian status.
Pengalokasian status menyangkut peningkatan dan perluasan akses serta keterbukaan kriteria dalam menentukan akses tersebut bagi anggota masyarakat. Kebijakan sosial harus memiliki efek pada penghilangan segala bentuk diskriminasi. Kebijakan sosial harus mendorong bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, berserikat dan berkumpul dalam organisasi sosial, tanpa mempertimbangkan usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, ras, suku bangsa dan agama
3.      Pendistribusian hak.
Pendistribusian hak menunjuk pada perluasan kesempatan individu kelompok dalam mengontrol sumber-sumber material dan non material. Apakah semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan  yang menyangkut kehidupan mereka? Sejauhmana individu dan kelompok dapat mengontrol distribusi dan kesempatan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting dalam kehidupannya? Dengan kata lain pendistribusian hak, berkaitan dengan pendistribusian kekuasan dan penguasaan sumber-sumber yang lebih adil. Selain itu, pendistribusian hak juga menunjuk pada usaha-usaha pemerataan sumber-sumber dari golongan kaya ke golongan miskin.
Ketiga aspek tersebut merupakan kerangka acuan dalam menentukan tujuan kebijakan sosial. Kebijakan sosial harus memperhatikan distribusi barang dan pelayanan, kesempatan, dan kekuasaan yang lebih luas, adil dan merata bagi segenap warga masyarakat. 







c. NILAI KEBIJAKAN SOSIAL
.     
1. UTUH KEADILAN SOSIAL (SOCIAL JUSTICE
 Keadilan memiliki arti bahwa setiap orang harus mendapat hal yang merata. Disini harus menimbulkan kebaikan bersama dan masyarakat yang adil. Keadilan berfungsi sebagai panduan dalam menyikapi berbagai permasalahan masyarakat sebagai isu-isu publik. Kebijakan kesehatan masyarakat harus adil untuk kaum mayoritas maupun kaum minoritas. Social Justice (keadilan sosial) adalah sebuah konsep yang membuat para filsuf terkagum-kagum sejak Plato membantah filsuf muda, Thrasymachus, karena ia menyatakan bahwa keadilan adalah apa pun yang ditentukan oleh si terkuat. Dalam Republik, Plato meresmikan alasan bahwa sebuah negara ideal akan bersandar pada empat sifat baik: kebijakan, keberanian,  pantangan (atau keprihatinan),  dan keadilan. Dalam keadilan sosial semua orang mempunyai hak yang sama untuk tujuan utama seperti perlindungan kesehatan atau standar minimum pendapatan. Mimpi bersejarah kesehatan masyarakat bahwa kematian dapat dicegah dan cacat seharusnya diminimalkan adalah mimpi keadilan sosial.
2. Human Right 
Dari perjalanan sejarah itu pula dapat dilihat bahwa Human Rights sebagai hukum universal lahir dan tidak terpisahkan dari konsep dan tradisi hak-hak asasi di Eropa yang kemudian menyebar luas ke Amerika dimana UDHR disusun dan dibangun diatas fondasi deklarasi-deklarasi hak asasi yang telah terjadi di Eropa dan Amerika. Konsep hak asasi yang berawal di Eropa dan Amerika ini kemudian diuniversalisasikan oleh PBB yang kemudian diratifikasi oleh puluhan negara. Dua ide utama yang secara garis besar diatur oleh PBB terkait Human Rights sebagai hukum universal adalah :
a. Umat manusia memiliki hak untuk hidup, hak kebebasan, keamanan dan kepastian dalam memiliki barang, adanya kebebasan dalam mengungkapkan pendapat dan hak-hak lain yang didapat dan dimiliki oleh manusia tanpa adanya persyaratan (human right as natural law) Bahwa fungsi utama dari negara adalah melindungi dan memastikan pemenuhan hak-hak  dari warga negaranya tersebut . Dalam konsepsi HAM ini, sangat jelas bahwa negara memegang peranan yang sangat penting dan determinan dalam mewujudkan penegakan hak-hak asasi manusia. Tingkatan paling krusial yang justru sering diabaikan adalah peran negara dalam pemenuhan hak-hak dasar dan hak partisipasi sosial, ekonomi, politik warga negaranya. Kita bisa melihat berbagai data yang disajikan dalam lembaga-lembaga yang concern terhadap isu-isu mengenai kemiskinan, kesehatan, pangan, pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan hak- hak dasar manusia. Sebagaimana dikatakan bahwa hal tersebut terkait langsung dengan kedaulatan sebuah negara dalam mengatur dan menentukan nasibnya sendiri (self determination). Negara mempunyai hak penuh untuk melakukan apapun terkait dengan kedaulatan dan jaminan ataskedaulatannya tersebut. oleh sebab itu, penegakan nilai-nilai atau norma universal termasuk hak asasi manusia merupakan hal yang mutlak dilakukan baik didalam negara maupun dalam hubungannya dengan hubungan antar negara..Untuk itu, sangat penting bagi sebuah negara untuk menghindari menguaknya isu hak-hak asasi ini agar tidak menjadi jalan masuk bagi pengaruh aktor lain di dalam berbagai kebijakan sebuah negara. Dua hal yang umumnya dilakukan adalah pertama, menutupi atau melokalisasi berbagai persoalan dan kerapuah sosial yang terjadi di suatu negara dengan berbagai tindakan yang lebih opresif bagi peluang-peluang terkuaknya maslaah tersebut. Kedua, secara serius melakukan perbaikan-perbaikan sosial yang menutup kemungkinan bagi celah pembahasan persoalan hak-hak asasi manusia di level domestic maupun internasional. Pebaikan-perbaikan ini disertai kemudian dengan penyebarluasan konsep dan makna hak-hak asasi yang sejati ini ke seluruh lapisan masyarakat melalui proses edukasi yang sistematis. Hal ini dimaksudkan agar individu-individu dapat menilai dirinya sendiri, apakah hak-haknya telah terpenuhi atau tidak. Manusia yang telah menyadari hak asasinya diharapkan bisa berusaha menjaga sendiri hak asasinya tersebut, sekaligus menghormati hak asasi manusia lain.

3. Keadilan distribusional
Berdasarkan karakteristiknya, keadilan distribusional ini bisa dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu equality,  equivalence, dan equity. Dalam pengertian  awam dan kamus konvensional, ketiga label keadilan distribusional ini memiliki definisi yang hampir sama, tetapi memiliki makna dan implikasi pembangunan yang sangat berbeda.

a.  Equality (pemerataan) adalah keadilan distribusional yang menitikberatkan pada distribusi kebutuhan sosial primer yang merata ke seluruh masyarakat, terutama diprioritaskan bagi rakyat kecil. Dengan bahasa awam, equality bisa didefinisikan sebagai keadilan prorakyat kecil, yang merupakan anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Dalam penerapan prinsip equality dalam kebijakan publik, partisipasi masyarakat biasanya dibatasi agar ia dapat mencapai target secara efektif. Oleh karena itu, institusi pemerintah menentukan tujuan sosial dan prosedur untuk mencapainya. Contoh penerapan keadilan equality adalah kebijakan perumahan publik berharga sewa rendah seperti rusunawa untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat kecil. Dalam kebijakan ini misalnya, pemerintah menetapkan peraturan dan persyaratan mulai dari kelompok sasaran dan tipe bangunan yang paling cost-effective dan tepat guna.
b. Equivalence (kesesuaian) : yaitu keadilan distribusional yang berprinsip berdasarkan kontribusi dan proporsional. Kebijakan publik diarahkan sedemikian rupa sehingga ia menguntungkan individu yang paling berkontribusi. Inilah prinsip keadilan distribusional yang paling sering diterapkan sekaligus sering disalahgunakan. Misalnya, jalan bagi perumahan pejabat dibuat dengan kualitas terbaik sedangkan untuk desa hanya dibangun jalan tanah. Prinsip keadilan equivalence sering diterapkan oleh negara berkembang yang ingin memacu pertumbuhan ekonomi dalam waktu singkat dan berprinsip pada pembangunan efisien. Namun, distribusi pembangunan berdasarkan prinsip keadilan equivalence justru dapat memicu ketimpangan sosial dan pembangunan antardaerah, seperti yang dialami oleh Indonesia, Turki, Cina, Brazil dan lain-lain. Risiko lain keadilan equivalence adalah kontrol pasar terhadap distribusi pembangunan menjadi terlalu kuat sehingga menciptakan market driven city (kota yang diarahkan oleh pasar) dengan segregasi sosial dan spasial yang sangat curam seperti Jakarta. Contoh kebijakan sektoral berdasarkan prinsip ini adalah kebijakan transportasi automobile dependence (kebijakan transportasi yang memprioritaskan mobil/kendaraan pribadi), pembangunan perumahan tertutup (gated community) dan lain-lain.


c.  Equity (kesetaraan) : yaitu, prinsip keadilan distribusional yang dianut dalam konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Equity melihat masyarakat sebagai kumpulan grup yang memiliki perbedaan identitas, baik dalam hal budaya, gaya hidup, dan kebutuhan. Prinsip equity menuntut pemerintah untuk mampu membuat kebijakan yang menguntungkan seluruh grup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk mampu menghasilkan kebijakan publik yang inovatif dan kreatif. Untuk itu, partisipasi masyarakat berperan sangat signifikan. Jadi, prinsip equity menuntut perubahan sikap masyarakat dari masyarakat yang hanya menerima pembangunan, menjadi masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan sadar akan hak pembangunan mereka.Pemerintah harus menyediakan akses bagi wakil dari grup-grup masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya dalam kebijakan publik. Salah satu hasil dari kebijakan publik berdasarkan prinsip equity adalah kebijakan mass rapid transit di negara-negara Eropa yang menguntungkan semua grup masyarakat, termasuk kaum cacat. Equaty bisa menutup kesenjangan sosial, namun beresiko menciptakan masyarakat yang terlalu bergantung pada pemerintah. 

















MATERI 4
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SOSIAL

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kebijakan sosial yang dilakukan oleh pembuat kebijakan , pelaksana kebijakan sesuai dengan tujuan untuk mendapatkan hasil dari tujuan tersebut. Dalam  implementasi kebijakan menyangkut 3 hal yaitu :
1. adanya tujuan/ sasaran kebijakan 
2. aktivitas atau kegiatan
3. adanya hasil kegiatan


a.WUJUD KEBIJAKAN SOSIAL
	Secara garis besar kebijakan sosial diwujudkan dalam 3 kategori yakni perundanga –undangan, program pelayanan sosial dan sistem perpajakan . Berdasarkan kategori diatas dapat dinyatakan bahwa perundang –undangan ,hukum dan peraturan daerah yang menyangkut masalah dan kehidpan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial , namun tidak semua kebijakan sosial berbentuk perundang –undangan. 
1. Peraturan dan perundanga-undangan. Pemerintah memiliki kewenangan membuat hukum dan perundang - undangan yng mengatur ketetapan –ketetapan yang berdampak langsung pada kesejahteraan.  Hukum, perundang –undangan dipandang sebagai fondasi atau landasan kebijakan sosial
2. Program pelayanan sosial . Sebagian besar kebijakan sosial diaplikasikan dalam bentuk pelayanan  sosial.  
3. Sistem perpajakan dikenal sebagai kesejahteraan fiskal. Selain sebagai sumber utama pendanaan kebijakan sosial, pajak juga sekaligus merupaka instrumen kebijakan sosial yang betujuan langsungmencapai distribusi yang adil.
Kebijakan sosial seringkali melibatkan program-program yang dilihat secara kasat mata, sehingga kadan –kadang sulit mengenali kebijakan sosial dan membedakan dengan kebijakan publik kasat mata



b.Kebijakan Sosial dan Pelayanan Sosial
	Salah satu wujud kebijakan sosial adalah program pelayanan sosial.Pelayanan sosial adalah aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial dan dapat diartikan sebagai perangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika keadaan individu dan kelompok tersebut dibiarkan maka akan menimbulkan masalah sosial.. Program pelayanan sosial merupakan salah satu  bentuk dari kebijakan sosial yang ditujukan untuk mempromosikan kesejahteraan, namun demikan pemberian pelayanan sosial bukan merupakan satu –satunya strategi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk ,ia hanyalah salah satu strategi  kebijakan sosial dalam mencapai  tujuan –tujuannya. .. Agar kebijakan sosial dapat berjalan efektif maka harus diintegraiakn dengan sistem politki dan kebijakan ekonomi termasuk kebijakan fiskal dan moneter yang tertib. 
Pelayanan sosial dipandang sebagai bagian kebijakan sosial yang penting  karena terkai dengan aspek historis dan aspek ideologis.
Dari aspek historis  dapat dikatakan bahwa perkembangan pelayanan sosial tidak dapat dipisahkan dari negara kesejahteran  khususnya di negara –negara Eropa Barat khususnya setelah perang dunia kedua berakhir. Sistem negara kesejahteraan mengacu pada konsep dan sekaligus pendekatan yang menekankan pemberian pelayanan sosial bagi setiap warga negara. . Negara kesejahteraan  merupakan sistem  memberi peran kepada negara untuk proaktif dan responsif dalm memberikan pelayann sosial kepada warganya.
Secara ideologis pentingnya pelayann sosial dilandasi oleh keyakinan bahwa kebijakan ekonomi dan kebijakn publik lainnya  tidak selalu mampu mengatasi masalah sosial secara efekti. Pelyanan sosial adalah wujud nyata dari tindaknsosialdan pengorganisasian sosial sebagai representasi kehendak publik untuk mempromosikan kesejahteranwarga negara.

c.JENIS  dan CAKUPAN PELAYANAN SOSIAL

	Pada dasarnya semua manusia, keluarga, komunitas dan masyarakat memiliki kebutuhan sosial yang harus dipenuhi agar mereka dapat mencapai yang dimaksud dengan kebahagiaan sosial. Kebutuhan tersebut merujuk pada kebutuhan bilogis, pendidikan, kesehatan yang layak dan juga interaksi sosial yang harmonis. Akhirnya kesejahteraan sosial terjadi pada komunitas yang dapat menciptakan kesempatan sosial bagi penduduknya untuk meningkatkan dan merealisasikan potensi-potensi yang ada. 

Kesejahteraan atau yang biasa disebut kesejahteraan sosial merupakan serangkaian aktifitas yang terorganisir yang ditunjukan untuk meningkatkan kualitas hidup, relasi sosial, serta peningkatan kehidupan masyarakat yang selaras dengan standard dan norm-norma masyarakat sebagai tujuan merupakan cita-cita, pedoman dan aspirasi agar terpenuhinya kebutuhan materi, sosial dan spiritual. Terkait dengan hal ini Spicker yang dikutip Isbandi menggambarkan kaitan dengan kebijakan sosial sekurang0kurangnya mencakup lima bidang utama yang disebut dengan Big Five Yaitu: bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang jaminan sosial, bidang pekerjaan sosial.
Pelayanan sosial adalah salah satu bentuk pelayanan sosial ( social policy ) yang ditujukan untuk mempromosikan kesejahtaan.Namun pemberian pelayanan sosial bukan merupakan satu –satunya strategi untuk meningkatkan kesejahteRaan penduduk,ia hanyalah salah satu strategi kebijakan sosial dalam mencapai tujuannya. Agar kebijakan sosial efektif hrus terinegrasi dengan sistem politik dan kebijakan makro yang kondusif termasuk kebijakan fiskal dan moneter yang tertib dan sistem pajak proporsional dan progesif (nyang lebih kaya membayar lebih banyak.Pelayanan sosial adalah kegiatan yang terorganisir atau seperangkat program yang ditujukan untuk meningkatkan kehidupan individu,kelompokatau masyarakat yang mengalami kesulitan hidup. Makna kata sosial pada pelayanan sosial menunjuk pada target atau sasarannya yakni orang banyak atau publik.
Kategori pelayanan sosial biasanya dikelompokkan berdasarkan sasaran pelayanan ( anak,remaja,lansia) ,tempat atau setting (rumah sakit,penjara,tempat kerja,sekolah). Pelayanan sosial dapat pula diklasifikasikan berdasarkan jenis atau sektor ( kesehatan
Mental  , pendidikan khusus,  pelayanan konseling. Berdasarkan tujuannya pelayanan sosial bisa dikatagorikan sebagai pelayanan sosial yang bersifat pencegahan ( preventif), penyembuhan ( rehabilitatif ) dan pengembangan. Dilihat dari pelaku atau lembaga yang menyediakannya maka pelayanan sosial dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat maupun dunia usaha. Pelayanan sosial yang dilakukan pemerintah biasanya lebih banyak menyangkut perlindungan sosial formal seperti jaminan sosial baik yang berbentuk bantuan sosial maupun asuransi sosial. Sedangkan pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh bidan usaha dan masyarakat umumnya berbentuk perlindungan sosial informal sperti pengembangan masyarakat dan sauransi kesejahteraan sosial mikro berbasis masyarakat. Dilihat dari landasan konseptual pelayanan sosial bisa didasarkan pada perspektif residual dan institusional. 


Pandangan residual menyatakan bahwa pelayanan sosial bisa diberikan hanya apabila kebutuhan individu tidak dapat dipenuhi oleh lembaga yang ada di dalam masyarakat ( institusi keluarga,ekonomi pasar ) dan pelayanan sosial harus dihentikan apabila individu maupun lembaga kemasyarakatan dapat berfungsi kembali. Bantuan finansial dan sosial sebaiknya diberikan dalam jangka pendek,masa kedaduratan,bersifat selektif . Perspekftif institusionalmenekankan pelayanan sosial adalah hak warga negara dan merupakan fungsi yang tepat dan sah dalam masyarakat karenanya pelayanan sosial harus dilaksanakansecara melembaga ,berkelanjutan dan sedapat mungkin bersifat universal.
Jenis pelayanan sosial yang ada dalam kaitannya dengan kebijakan sosial sekurang –kurangnya mencakup  lima bidang yang disebut dengan the big five pelayanaan sosial yang meliputi jaminan sosial, perumahan,kesehatan,pendidikan dan pelayanan atau perawatan sosial personal. Kelima bidang tersebut biasanya diorganisir oleh pemerintah atau badan –badan khusus  yang dibentuk berdasarkan undang –undang.
1. Jaminan sosial 
Jaminan sosial ( social security) adalah sistem atau skema pemberian tunjangan yang menyangkut pemeliharaan penghasilan. Sebagai pelayanan sosial yang bersifat publik jaminan sosial merupakan perangkat negara yang didesain untuk menjamin bahwa setiap orang sekurang –kurangnya memiliki pendapatan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sebagai pelayanansosial publik jaminan sosial merupakan perangkat nwgara yang disusun untuk menjamin bahwa setiap orang sekurang –kurangnya memilik pendapatan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasrnya. Jaminan sosial merupakan sektor kunci dari sistem negara kesejahteran berdasarkan prinsip  bahwa negra harus berusaha dan mampu menjamin  adanya jaring pengamn pendapatan atau pemeliharaan pendapatan bagi mereka yang tidak memiliki pendapatan untuk meneuhi kebutuhan hidupny.
2. Perumahan
Rumah atau tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia. Negaa memiliki kewajiban azasi untuk menyediakan perumahan bagi warganya ,khususnya mereka yang tergolong kurang mampu. Peayanan perumahan yang disediakan  pemerintah adalah perumahan publik atau perumhan sosilal. Mencakup :
· Penyediaan rumah sewa yang relatif murah.
· Pemberian subsidi terhadapa asosiasi- asosiai penyedia perumahn bagi kelompok –kelompok khusus.
· Pemberian subsidi atau kemudahn akses kredit bagi pembelian rumah
· Bantuan finansial bai  lembaga sukarela yang menyediakan skomodasi dn dukngn terhdsp para tuna wisma
· Pemberian iji dan pengawasan terhadp akomodasi atau rumah –rumah yang diselenggrksn masyararakat.:
.
3. Kesehatan
Pelayanan kesehatan dapat dipandang sebagai aspek penting dalam kebijakan sosial. Kesehatan merupakan faktor penentu kesejahteraan sosial . Orang yang sejahtera bukan saja orang yan memiliki pendapatan dan rumah yang memadai melainkan juga orang yang sehat baik jasmani dan rohani.Pelayanan kesehatan publik sebagian besar diperuntukkan bagi warga kurang mampu dengan skema sebagian pelayanannya erat kaitannya dengan jaminan sosial terutama asuransi sosial.Selain itu pelayanan kesehatan publik mencakup kepemilikan rumah sakit dan pusat- pusat keshatan ternasuk penyelenggara dan penyedia perawatan kesehatan yang dilakukan pihak swasta.


4. Pendidikan
Negara memiliki kewajiban penting dalam bidang pendidikan , pertama sebagai penyedia lembaga –lembaga pendidikan ,kedua sebagai penyatur atau regulator penyelenggaraan pendidikan baik negeri,swasta maupun lembaga pendidikan formal, ketiga fasilitator dalam penyediaan infrastruktur pendidikan termasuk didalamnya penyedia skema beasiswa dan tunjangan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu dan berprestasi. Pendidikan merupakan seperangkat penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga karena melalui penguasaan pengetahuan ,informasi dan tehnologi merupakan prasyarat masyarakat modern. Pelayanan pendidikan dalam konteks kebijakan sosial bukan saja ditujukan untuk menyiapkan dan menyediakan angkatan kerja yang sanat diperlukan melainkan pula untuk mencapai tujuan –tujuan dalam arti luas yakni membebaskan masyarakat dari kebodohan dan keterbelakangan.




5. Pelayanan sosial persoanal ( personal social service)
Pelayanan sosial personal merupakan salah satu bidang kebijakan sosial yang populer sejak tahun 1960 an. Playanan ini menunjuk pada berbagai bentuk perawatan sosial ( social care ) di luar pelayanan kesehatan,pendidikan dan jaminan sosial. Dalam garis besar pelayanan ini mencakup tiga jenis : 
(1) perawatan anak, biasanya diberikan kepaa anak yang berkebutuhan khusus yang tidak bisa menjalankan kehidupan keseharian tanpa pertolongan pihak lain ,perlindungan anakdan pengasuhan anak.
 (2).perawatan masyarakat, merupakan alternatif terhadap pelayanan yang diberikan di dalam lembaga, playanan rehabilitasi berbasis masyarakat dan rehabilitasi keliling . 
Pelayanan ini umumnya diberikan di rumah atau lingkungan masyarakat terhadap mereka yang mengalami gangguan fisik dan mental yang memerlukan penangan profesionalselain  dari keluarga dan  pihak masyarakat. 
(3) Peradilan kriminal ( kriminal justice) ,pekerja sosial memiliki peranan penting dalam sistem peradilan kriminal  ,mereka biasanya disebut pekerja sosial koreksionanl. Para pekerja sosial terlibat dalam penanganan masalah kriminal termasuk terhadap pelanggar ukum anan-anak ,selain melakukan assesment dan pendampingan sosial biasanya juga memberikan terapi psikososial terhadap napi yang masih di penjara dan dan terhadap eks napi yang sudah kembali ke masyarakat
b.Unsur-Unsur Kebijakan
Menurut Abdullah , terdapat tiga unsur-unsur kebijakan sosial, antara lain adalah implementor, program, dan target group. Selain ketiga unsur tersebut, faktor lingkungan dan formulator pun menjadi unsur kebijakan sosial yang penting. Unsur-unsur tersebut merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi kebijakan. 
1. Implementor bisa juga disebut dengan pelaksana kebijakan. Apabila kita mendengar kata “kebijakan”, kita seringkali beranggapan bahwa pelaksana kebijakan adalah pemerintah, padahal non pemerintah pun dapat melaksanakan kebijakan. Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan, yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis, serta perumusan kebijakan. Selain itu, juga terdiri dari strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan, serta penilaian.
2. Unsur yang kedua program atau kebijakan. Program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan, dan terpadu dalam satu kesatuan. Program menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan budjet. Program-program yang bersifat operasional adalah program yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh implementor dengan mudah. 
3. Unsur kebijakan sosial yang ketiga adalah target group atau kelompok sasaran. Kelompok sasaran ini merupakan kelompok orang atau organisasi yang ada di dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa dan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Kelompok sasaran ini diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. 
4. Faktor lingkungan merupakan unsur kebijakan sosial yang sangat penting. Faktor lingkungan terdiri dari aspek budaya, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek politik. Unsur ini menentukan alasan suatu kebijakan dapat diimplementasikan atau tidak.
5. Formulator merupakan pihak yang merancang suatu kebijakan. Formulator ini bisa pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah  maupun non pemerintah seperti LSM. 













d.Model Kebijakan Sosial
Model adalah wakil ideal dari situasi-situasi dunia nyata. Model adalah penyedarhanaan dari realitas yang diwakil. Model dapat dibedakan atas model fisik dan model abstrak. 
· Model fisik adalah reproduksi ukuran kecil dari benda atau objek fisik. Model pakaian, model rumah di buat untuk mengembarkan bentuk asli dari denda yang ingin dikembarkannya.
· Model abstrak adalah penyederhanaan fenomena sosial atau konsep-konsep tertentu yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan teoritis, simbol-simbol,gambaran atau rumusan-rumusan matematis mengenai fenomena yang dideskripsikannya.
Secara umum,suatu model memiliki beberapa aspek ( Conyers, 1984). Agar model dapat mewakili realitas yang digambarkanya, maka model yang baik mentranformasikan aspek-aspek di atas secara lengkap dan inritegrasi. Semakin banyak aspek yang di gambarkan semakin baik suatu model.
•Tiruan realitas,yakni idealisasi atau abstraksi mengenai beberapa bagian dunia nyata. Model merupakan walil tidak lengkap dari benda nyata.
•Parameter, yakni nilai konstan atau standar umum yang digunakan untuk menerangkan atau menyesuaikan struktur model umum kedalam situasi dunia nyata.
•Varibel atau konsep yang memiliki variasi nilai.
•Hubungan struktuk yang dapat berbentuk rumus atau pernyataan matematis yang menyatakan hubungan parameter atau variable.
• Algoritma yang dipakai untuk mengidifikasi langkah-langkah yang mesti diikuti atau untuk menghitung atribut-atribut model dan menghasikan solusi.

Fungsi utama model adalah untuk memperpermudah kita menerangkan suatu benda atau konsep. Dalam beberapa kasus, model dapat didasari suatu teori, tetapi model juga dapat di pakai untuk menguji atau menjelaskan hipotesis sebagai bagian dari proses perumusan teori

A.Model Kebijakan Sosial
Model kebijakan sosial dapat dikelompokkan menjadi beberapa ketegori berdasarkan pelaksanaannya, ruang lingkupnya & cakupannya, keajegan & keberlanjutannya, dan jenis permasalahan dan sasarannya.

1. Berdasarkan pelaksanaannya
Berdasarkan pelaksanaannya, model kebijakan sosial dapat dibagi dua, yakni Model Imperatif dan Model Indikatif.
a. Model kebijakan sosial imperatif adalah kebijakan sosial terpusat, yakni seluruh tujuan sosial, jenis, sumber, dan jumlah pelayanan sosial, seluruhnya telah ditentukan oleh pemerintah. Kebijakan seperti ini menunjuk pada pengertian kebijakan sosial yang dinyatakan oleh Dye (1976): “social policy is concerned with what goverments do, whay they do it, and what difference it makes.”
b. Kebijakan indikatif adalah kebijakan sosial yang mengupayakan kesamaan visi dan aspirasi seluruh masyarakat. Pemerintah biasanya hanya menentukan sasaran kebijakan secara garis besar, sedangkan pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat atau badan-badan swasta (Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi sosial). Kebijakan sosial indikatif sering pula disebut  sebagai kebijakan sosial partisipatif.
Kebijakan imperatif banyak dipraktikkan di negara-negara sosialis selama lebih dari setengah abad. Meski dengan wajah yang agak berbeda, negara-negara berkembang seperti India, Afrika, dan Amerika Latin juga menerapkan model kebijakan ini. 
Sementara itu di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Jepang, kebijakan sosialnya lebih bersifat indikatif. Usaha-usaha kesejahteraan sosial 
yang dikelola sektor masyarakat dan swasta tidak dikontrol secara ketat. Pemerintah hanya menyediakan berbagai fasilitas dasar dan mengidentifikasikan bidang-bidang pelayanan sosila tertentu yang menjadi prioritas bersama. Kebijakan sosial indikatif erat kaitannya dengan sistem demokrasi, karena penuntuan kebijakan sosial dirumuskan melalui persetujuan rakyat menurut sistem demokrasi yang dianutnya.

Pemilihan model kebijakan imperatif dan indikatif selain banyak ditentukan oleh sistem politik negara yang bersangkutan, juga ditentukan pula oleh kesediaan SDM, tersedianya fasilitas dan dana, serta oleh berjalannya mekanisme pasar. Di negara-negara berkembang, dimana tingkat kesejahteraan sosialnya masih rendah serta mekanisme pasar belum berjalan optimal, permasalahan kebijakan sosial masih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemecahan masalah sosial massal sepeti kemiskinan dan keterbelakangan. Permasalahan sosial ini satu sama lain saling terkait sehingga diperlukan kebijakan yang terintegrasi dan menyeluruh. Karena alasan inilah, pemerintah di negara-negara berkembang seringkali lebih memilih kebijakan imperatif dimana peran perencanaan pembangunan sebagian besar dilaksanakan oleh pemerintah.

2. Berdasarkan ruang lingkup dan cakupannya
Dilihat dari cakupannya (covarage), dikenal Model Universal dan Model Selektifitas. 
a. Model universal adalah kebijakan sosial yang diarahkan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan pelayanan sosial warga masyarakat secara menyeluruh, tanpa membedakan usia, jenis kelamin, dan status sosial. Dengan demikian, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan sosial. Pelayanan sosial disediakan bagi semua orang atau setidaknya semua orang dalam kelompok tertentu, tanpa dibatasi oleh kemampuan dan karakteristik tertentu, tanpa dibatasi oleh kemampuan dan karakteristik tertentu. Setiap orang dapat dan bebas untuk menggunakan pelayanan sosial yang tersedia, tergantung pada kemauannya. Prinsip kebijakan model ini adalah pencapaian ‘social minimum’, yakni semua orang membayar tingkatan jumlah yang sama dan menerima tingkatan jumlah yang sama pula.

b. Model Selektifitas merupakan kebijakan sosial yang bersifat selektivitas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sosial warga masyarakat tertentu saja. Prinsip selektifitas menyatakan bahwa pelayanan sosial hanya diberikan pada meraka yang membutuhkan pelayanan sosial saja, yaitu mereka yang mengalami masalah dan membutuhkan pelayanan tertentu. Syarat utama untuk memperoleh pelayanan biasanya ditentukan atas dasar ‘ketidakmampuannya’ 
yang umumnya dilihat dari aspek pendapatan ‘income’. Warga masyarakat yang berpendapatan dibawah garis kemiskinan, para orang tua terlantar, anak terlantar yang tidak memenuhi kebutuhan hidupnya secara adekuat adalah mereka yamg dianggap layak menjadi sasaran kebijakan sosial, baik dalam bentuk asuransi kesejahteraan (welfare insurance) maupun bantuan sosial (social assistance). Karena itu, model ini biasanya menggunakan pendekatan means-test (test kemiskinan) atau needs test (test kebutuhan) untuk menentukan ejibilitas pelayanan sosial
3. Berdasarkan keajegan atau keberlanjutannya
Model Residual dan Model Institusinal adalah dua model kebijakan sosial dilihat dari keajegan dan keberlanjutannya pelayanan sosial. Sejarah kesejahteraan sosial berawal dari konsepsi mengenai ‘normal’ dan ‘tidak normal’ yang menujuk pada kemampuan manusia di dalam melaksanaan peranan-peranan sosialnya  (keberfungsian sosial). Manusia normal ,dengan sendirinya akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya  melalui kekuatannya sendiri dan dengan dukungan dari lembaga-lembaga primer dan alamiah, yakni keluarga dan pasar. 
a. Menurut model residual, kebijakan sosial hanya diperlukan apabila lembaga-lembaga alamiah, yang karena suatu sebab (misalnya keluarga kehilangan pencari nafkah karena meninggal dunia) tidak dapat menjalankan peranannya. Pelayanan sosial yang diberikan biasanya bersifat temporer, dalam arti segara dihentikan manakala lembaga tersebut dapat berfungsi kembali. Bantuan finansial untuk pengangguran atau korban bencana alam, umunya diberikan melalui model residual. 
b. Menurut model institusional, kebijakan sosial perlu dirumuskan tanpa mempertimbangkan berfungsi-tidaknya lembaga-lembaga alamiah. Pelayanan 
sosial yang diberikan bersifat ajeg, melembaga, dan berkesinambungan. Skema bantuan pendidikan, perumahan biasanya dilaksanakan berdasarkan model instituasional. 
Merujuk pada sifat-sifat diatas, maka model kebijakan sosial residual sering disebut sebagai model kuratif, sementara model kebijakan sosial institusional tidak jarang disebut sebagai model antisipatif.

4..Berdasarkan jenis permasalahan atau sasarannya
Menurut jenis permasalahnnya, kebijakan sosial dapat dikelompokkan ke dalam Model Kategorikal dan Model Komprehensif.
a. Model Kategorikal adalah kebijakan yang hanya difokuskan untuk mangatasi suatu permasalahan tertentu dan bersifat spesifik dan parsial. Kebijakan sosial dibidang pendidikan, bidang perumahan, bidang ketenagakerjaan adalah contoh kebijakan sosial yang bersifat kategorikal
b. Model Komprehensif diarahkan tidak hanya untuk mengatasi satu bidang masalah saja, melainkan beberapa masalah sosial yang terkait diatur dan dirumuskan secara terintegrasi dalam satu formulasi kebijakan sosial terpadu. 

Model-model diatas dalam kenyatannya seringkali sulit untuk dipisahkan secara tegas satu satu sama lain. Karena antara satu model kebijakan dengan model lainnya saling terkait secara simultan. Model-model kebijakan tidaklah bersifat alternatif, melainkan bersifat konvergensi dan sinergis. Namun demikian, pengkategorian model-model kebijakan di atas tentunya dapat membantu kita dalam menentukan fokus, tujuan, dan sasaran kebijakan sosial.




















MATERI 5
TATA KELOLA KEBIJAKAN SOSIAL

a.Model Perumusan Kebijakan Sosial
Perumusan kebijakan dapat dilakukan mengikuti model yang ada, namun demikian model tersebut bukankah suatu prosedur yang kaku. Menurutgilbert dan specht ada 3 model yang dapat diikuti dalam perumusan kebijakan  sebagainana dalam penjelasan  di bawah ini
Dari tabel diatas  menunjukkan  bahwa perumusan kebijakan dapat dilakukan melalui tahap yang berbeda namun memiliki kesamaan. Model A  yang dikembangkan oleh Alferd J. Kahn  menekankan perumusan kebijakan dalam kaitannya dengan perencanaan sosial. Kebijakan sosial merupakan bagian dari dari suatu proses perencanaan yang terdiri dari 6 langkah oleh karena itu model ini disebut model proses perencanaan. Model B yang dikembangkan pleh  Dinitto dan Dye merumuskan kebijakan melalui lima tahap,modei ini dikenal  dengan istilah model oroses pembuatan kebijakan. Model C disebut model proses pengembangan kebijakan yang dikembangkan Freeman dan Sherword mengkemas prses perumusan kebijakan dengan 3 tahap.  
Bila kita melihat meskipun masing – masing model memiliki tahap berbeda namun pada dasarnya  memiliki kesamaan. Model C merupakan penyederhanaan model B dan A atau sebaliknya , model A merupakan pengembangan model B dan C. Berdasarkan model terebut dapat diihat bahwaProses perumusan kebijakan sosial dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu: Tahap Identifikasi, tahap implementasi dan tahap evaluasi. Setiap tahap terdiri dari beberapa tahapan yang saling terkait: Secara garis besar, tahapan perumusan kebijakan dapat adalah sebagai berikut 
a. Tahap Identifikasi  
(1)   Identifikasi Masalah dan Kebutuhan: Tahap pertama dalam perumusan kebijakan sosial adalah mengumpul-kan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi (unmet needs). 
(2)   Analisis Masalah dan Kebutuhan: Tahap berikutnya adalah mengolah, memilah dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi. Informasi yang perlu diketahui antara lain: apa penyebab masalah dan apa kebutuhan masyarakat? Dampak apa yang mungkin timbul apabila masalah tidak dipecahkan dan kebutuhan tidak dipenuhi? Siapa dan kelompok mana yang terkena masalah? 
(3)    Penginformasian Rencana Kebijakan: Berdasarkan laporan hasil analisis disusunlah rencana kebijakan. Rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai sub-sistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Rencana ini dapat pula diajukan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui. 
(4)   Perumusan Tujuan Kebijakan: Setelah mendapat berbagai saran dari masyarakat dilakukanlah berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternatif-alternatif kebijakan. Beberapa alternatif kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan-tujuan kebijakan.  
(5)    Pemilihan Model Kebijakan: Pemilihan model kebijakan dilakukan terutama untuk menentukan pendekatan, metoda dan strategi yang paling efektif dan efisien mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Pemilihan model ini juga dimaksudkan untuk memperoleh basis ilmiah dan prinsip-prinsip kebijakan sosial yang logis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.  
(	6)   Penentuan Indikator Sosial: Agar pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat terukur secara objektif, maka perlu dirumuskan indikator-indikator sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran atau standar bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai.  
(7) Membangun Dukungan dan Legitimasi Publik: Tugas pada tahap ini adalah menginformasikan kembali rencana kebijakan yang telah disempurnakan. Selanjutnya melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negosiasi dan koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat agar tercapai konsensus dan kesepakatan mengenai kebijakan sosial yang akan diterapkan.  
b. Tahap Implementasi  
(1) Perumusan Kebijakan: Rencana kebijakan yang sudah disepakati bersama dirumuskan kedalam strategi dan pilihan tindakan beserta pedoman peraturan pelaksanaannya.  
(2)  Perancangan dan Implementasi Program: Kegiatan utama pada tahap ini adalah mengoperasionalkan kebijakan ke dalam usulan-usulan program (program proposals) atau proyek sosial untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program.  
c. Tahap Evaluasi  
1.   Evaluasi dan Tindak Lanjut Evaluasi dilakukan baik terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antar tahapan, serta sejauhmana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, sejauh mana kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah. Berdasarkan evaluasi ini, dirumuskanlah kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya atau permusan kebijakan baru.  
C.Mekanisme Dan Isu Kebijakan Sosial	
Untuk lebih memahami proses perumusan kebijakan sosial, kiranya perlu ditelaah secara singkat mekanisme dan kerangka kerja perumusan kebijakan sosial. Telaah ini akan membantu kita dalam memahami peranan lembaga atau aktor yang terlibat dalam merumuskan kebijakan sosial Setiap negara memiliki mekanisme tersendiri dalam proses perumusan suatu kebijakan sosial. Sebagain besar negara menyerahkan tanggungjawab ini kepada setiap departemen pemerintahan, namun ada pula negara yang memiliki badan khusus yang menjadi sentral perumusan kebijakan sosial. Terdapat pula negara-negara yang melibatkan baik lembaga pemerintahan maupun swasta dalam merumuskan kebijakan sosialnya. Tidaklah mudah untuk membuat generalisasi lembaga mana yang paling berkompeten dalam masalah ini . Adapun lembaga yang terlibat dalam perumusan kbijakan sosial:  :
a.  Departemen pemerintahan. Sebagian besar negara menyerahkan tanggungjawab mengenai perumusan kebijakan sosial kepada kementrian, departemen atau lembaga-lembaga pemerintah yang berperan. Misalnya Departemen Sosial di Indonesia merupakan salah satu departemen yang memiliki kewenangan langsung dalam merumuskan kebijakan kesejahteraan sosial. Di Departemen Sosial, terdapat satu biro khusus yang memiliki kewenangan penting dalam kegiatan ini, yaitu Biro Perencanaan. 
b. Badan Perencanaan Nasional. Dalam konteks pembangunan yang lebih luas, perumusan kebijakan sosial juga seringkali menjadi tugas khusus dari Badan Perencanaan Nasional yang sengaja dibentuk untuk merumuskan dan sekaligus mengatur mekanisme kebijakan sosial. Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) merupakan lembaga khusus yang menangani berbagai perencanaan sosial sekaligus perumusan kebijakan sosial dalam pembangunan nasional. Kebijakan yang dihasilkan lembaga ini kemudian menjadi acuan bagi departemen dan lembaga-lembaga terkait dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. 
c. Badan legislatif. Badan legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan sosial. Lembaga ini biasanya memiliki komisi khusus yang mengurusi perumusan kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di Indonesia DPR memiliki komisi khusus yang bertanggungjawab mengatur urusan ekonomi, hukum dan kesejahteraan sosial.  
d.Pemerintah Daerah dan Masyarakat Setempat. Di sejumlah negara di mana administrasi pemerintahannya lebih terdesentralisasi, Pemerintah Daerah (PEMDA) memiliki peran yang sangat penting dalam perumusan kebijakan sosial, khususnya yang menyangkut persoalan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di daerahnya. Lebih-lebih lagi di negara-negara yang telah sangat matang menjalankan konsep demokrasi, masyarakat setempat memiliki hak dan kewenangan dalam mengungkapkan aspirasi kebutuhannya yang kelak menjadi bagian dari tema-tema penting keb penting dalam kebijakan sosial.  

e. Lembaga Swadaya Masyarakat. Peranan lembaga-lembaga sosial atau organisasi-organisasi non pemerintah (ORNOP) adalah berbeda dalam setiap negara. Namun demikian, kini terdapat kecenderungan bahwa di negara-negara berkembang, pemerintah semakin memberi peran yang leluasa kepada sektor-sektor non pemerintahan untuk juga terlibat dalam perumusan kebijakan-kebijakan sosial. Hal ini terutama terjadi sejalan dengan rekomendasi atau bahkan tekanan dari negara-negara donor yang memberi bantuan dan konsultasi finansial kepada negara yang bersangkutan. Selain itu, kini semakin disadari bahwa sebesar apapun pemerintah menguasai sumber-sumber ekonomi dan sosial, tidaklah mungkin mampu memenuhi kebutuhan segenap lapisan masyarakat secara memuaskan.

2. Isu-Isu kebijakan Sosial
Kebijakan sosial tidak dapat dilepaskan dari proses dan dimensi pembangunan secara luas. Karenanya perlu ditelaah secara singkat beberapa isu kebijakan sosial yang mungkin timbul dan perlu dipertimbangkan dalam proses dan mekanisme perumusan kebijakan sosial..

a. Peran  negara dan masyarakat. Walaupun pemerintah memiliki peran yang besar dalam perumusan kebijakan sosial, tidaklah berarti bahwa hanya pemerintah sajalah yang berhak menangani masalah ini. Seperti dinyatakan dimuka, bahwa pemerintah tidak akan pernah mampu memenuhi seluruh kebutuhan warganya. Sebesar apapun sumber-sumber ekonomi-sosial yang dimilikinya dan sehebat apapun kemampuan para pejabat dan aparatur pemerintah, tetap membutuhkan peran masyarakat.. Oleh karena itu, perumusan kebijakan sosial mensyaratkan adanya keseimbangan dan proporsionalitas dalam hal pembagian peran dan kekuasaan pemerintah dan masyarakat.  
b. Perangkat Hukum dan Penerapannya. Perangkat hukum memiliki kekuatan memaksa, melalui sangsi dan hukuman yang melekat di dalamnya. Kebijakan sosial memerlukan perangkat hukum yang dapat mendukung diterapkannya kebijakan sosial. Kebijakan sosial dapat berjalan secara efektif apabila dinyatakan secara tegas melalui perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, adakalanya perangkat hukum yang sudah ada tidak dapat diimplementasikan secara baik dalam kegiatan-kegiatan operasional, baik dikarenakan oleh faktor manusianya, maupun kurang lengkapnya peraturan teknis yang mengatur secara lebih rinci perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, perlu usaha keras agar terjamin adanya keselarasan antara perangkat hukum dan implementasinya. Ketidakonsistenan  antara ‘dassein’ dan ‘dasollen’ akan menimbulkan ketidak-percayaan masyarakat dan merosotnya citra lembaga-lembaga pembuat kebijakan, yang pada gilirannya menimbulkan sikap apatis dan bahkan antipati masyarakat kepada setiap produk kebijakan sosial. 
c. Koordinasi antar Lembaga. Seperti sudah dinyatakan di muka, kebijakan sosial seringkali menjadi urusan berbagai departemen dan lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar lembaga tersebut agar kebijakan sosial tidak bersifat tumpang tindih dan saling bertentangan satu sama lain. 
d. Sumber Daya Manusia. Aspek mengenai SDM ini menyangkut jumlah dan kualitas para pembuat kebijakan yang akan diserahi tugas dalam merumuskan kebijakan sosial. Meskipun kebijakan sosial, menyangkut ‘aspek sosial’, tetapi dalam merumuskan kebijakan tersebut diperlukan sejumlah orang yang memiliki beragam profesi dan latar belakang akademik tertentu. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus memperhatikan kualifikasi SDM yang tepat. Selain ahli-ahli sosial, perumusan kebijakan sosial seringkali membutuhkan pakar-pakar ekonomi, hukum, dan bahkan ahli statistik.  
e. Pentingnya pelayanan sosial. Pentingnya pelayanan sosial bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan isu penting lainnya yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan sosial. Isu ini terutama muncul karena adanya kecenderungan pemerintah yang semakin menurunkan anggaran belanjanya untuk kepentingan-kepentingan pelayanan sosial. Pelayanan sosial pada dasarnya merupakan investasi sosial yang berkorelasi positif dengan kualitas hidup masyarakat. Pengalaman penulis berkunjung ke Costa Rica menunjukkan bahwa berkat kesigapan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya bagi pelayanan sosial, kualitas hidup warga masyarakat negara tersebut sangat memuaskan terutama bila dilihat dari indikator kualitas hidup (Human Development Index), seperti angka harapan hidup, jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran, dan bahkan pendapatan per kapitanya. 
f. Penentuan prioritas pelayanan sosial. Di sebagian besar negara berkembang keinginan untuk memperbaiki pelayanan sosial sangat besar, namun demikian sumber dana untuk pengadaan pelayanan tersebut sangat terbatas (Conyers, 1991). Ini berarti bahwa kebijakan sosial harus mampu diprioritaskan terhadap pelayanan sosial yang benar-benar penting dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Misalnya, apakah pelayanan sosial akan lebih diprioritaskan untuk perawatan anak terlantar, para manula, para penyandang cacat, rehabilitasi permukiman kumuh, atau peningkatan peran pemuda dan wanita. 
g. Penentuan bentuk pelayanan sosial. Isu berikutnya berkaitan dengan pertanyaan mengenai bentuk-bentuk pelayanan sosial apa yang cocok untuk negara berkembang. Dewasa ini semakin disadari bahwa bentuk-bentuk dan standar pelayanan di negara maju tidak dapat sepenuhnya diterapkan di negara berkembang. Oleh karena itu, perlu diusahakan suatu bentuk pelayanan sosial yang sesuai dengan kondisi setempat dan cocok ditinjau dari segi fisik, ekonomi, sosial dan politik negara yang bersangkutan. Secara luas kita dapat mengusulkan apakah pelayanan sosial akan berbentuk uang tunai (cash payment), barang (benefit in kind), atau berupa bantuan konsultasi dan pelatihan-pelatihan. 
h. Distribusi pelayanan sosial. Hampir bisa dipastikan bahwa semua negara menghadapi masalah yang sama dalam kaitannya dengan persoalan ‘supply’ dan ‘demand’ pelayanan sosial, dalam arti kebutuhan akan pelayanan sosial selalu lebih besar dari kemampuan pemerintah atau lembaga penyelenggara dalam mengusahakan pelayanan sosial. Keadaan ini tentunya memaksa kita untuk memikirkan secara sungguh-sungguh mengenai distribusi pelayanan sosial. Beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam  pendistribusian pelayanan ini antara lain menyangkut segi geografis (desa, kota, daerah khusus), jender (pria, wanita, atau waria), usia (anak, remaja, manula) atau berdasarkan permasalahan-permasalahan khusus yang mendesak untuk segera dipecahkan. 
i. Penetapan kuantitas atau kualitas pelayanan sosial. Karena sumber daya manusia dan dana relatif selalu terbatas, maka isu mengenai pilihan dalam menentukan kuantitas dan kualitas pelayanan harus pula menjadi bahan pertimbangan yang matang bagi para pembuat kebijakan sosial. Antara kuantitas dan kualitas pelayanan sering kali terjadi trade-off, dilema, sehingga perlu ditentukan mana dahulu yang akan diutamakan. Misalnya, mengingat masih besarnya sasaran pembangunan kesejahteraan sosial, peningkatan jumlah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial masih dianggap lebih penting daripada meningkatkan kualitas pelayanan lembaga tersebut. Dengan demikian, secara terpaksa diadakan pengorbanan dalam hal kualitas pelayanan sosial. 




j. Pembiayaan pelayanan sosial. Isu kebijakan sosial lainnya yang sangat penting adalah mengenai pendanaan pelayanan sosial yang menyangkut, sistem, sumber dan metoda pendanaan. Terdapat suatu sistem di mana pelayanan sosial sepenuhnya atau sebagian besar dibiayai oleh pemerintah yang dananya diambil dari subsidi sektor-sektor lain dalam bidang perekonomian negara tersebut. Pelayanan pendidikan dasar merupakan salah satu contoh sistem ini. Sebaliknya, ada pula pelayanan sosial yang didasarkan pada segi komersial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, seperti asuransi kesehatan dan asuransi sosial tenaga kerja.  Kini terdapat kecenderungan di mana sistem pendanaan lembaga pelayanan sosial (panti jompo, TPA) yang tadinya disubsidi penuh oleh pemerintah, kini bersifat komersial. Pada kenyataanya, sebagian besar negara maju dan berkembang banyak yang memilih jalan tengah di antara kedua sistem di atas.

 





















Proses Perumusan Kebijakan Sosial
Proses perumusan kebijakan sosial dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu: Tahap Identifikasi, tahap implementasi dan tahap evaluasi. Setiap tahap terdiri dari beberapa tahapan yang saling terkait: Secara garis besar, tahapan perumusan kebijakan dapat adalah sebagai berikut (Suharto, 1997):  
a. Tahap Identifikasi  
(1)   Identifikasi Masalah dan Kebutuhan: Tahap pertama dalam perumusan kebijakan sosial adalah mengumpul-kan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi (unmet needs). 
(2)   Analisis Masalah dan Kebutuhan: Tahap berikutnya adalah mengolah, memilah dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi. Informasi yang perlu diketahui antara lain: apa penyebab masalah dan apa kebutuhan masyarakat? Dampak apa yang mungkin timbul apabila masalah tidak dipecahkan dan kebutuhan tidak dipenuhi? Siapa dan kelompok mana yang terkena masalah? 
(3)    Penginformasian Rencana Kebijakan: Berdasarkan laporan hasil analisis disusunlah rencana kebijakan. Rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai sub-sistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Rencana ini dapat pula diajukan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui. 
(4)   Perumusan Tujuan Kebijakan: Setelah mendapat berbagai saran dari masyarakat dilakukanlah berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternatif-alternatif kebijakan. Beberapa alternatif kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan-tujuan kebijakan.  
(5)    Pemilihan Model Kebijakan: Pemilihan model kebijakan dilakukan terutama untuk menentukan pendekatan, metoda dan strategi yang paling efektif dan efisien mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Pemilihan model ini juga dimaksudkan untuk memperoleh basis ilmiah dan prinsip-prinsip kebijakan sosial yang logis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.  
(6)   Penentuan Indikator Sosial: Agar pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat terukur secara objektif, maka perlu dirumuskan indikator-indikator sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran atau standar bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai.  
(7) Membangun Dukungan dan Legitimasi Publik: Tugas pada tahap ini adalah menginformasikan kembali rencana kebijakan yang telah disempurnakan. Selanjutnya melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negosiasi dan koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat agar tercapai konsensus dan kesepakatan mengenai kebijakan sosial yang akan diterapkan.  
b. Tahap Implementasi  
(1) Perumusan Kebijakan: Rencana kebijakan yang sudah disepakati bersama dirumuskan kedalam strategi dan pilihan tindakan beserta pedoman peraturan pelaksanaannya.  
(2)  Perancangan dan Implementasi Program: Kegiatan utama pada tahap ini adalah mengoperasionalkan kebijakan ke dalam usulan-usulan program (program proposals) atau proyek sosial untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program.  
c. Tahap Evaluasi  
1.   Evaluasi dan Tindak Lanjut: Evaluasi dilakukan baik terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antar tahapan, serta sejauhmana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, sejauh mana kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah. Berdasarkan evaluasi ini, dirumuskanlah kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya atau permusan kebijakan baru.  
Mekanisme Kebijakan Sosial









